
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI 
 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI 
NOMOR 03 TAHUN 2002 

 
 

TENTANG 
 

POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH  
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MUARO JAMBI, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah yang tertib, taat 
pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, 
transparan dan profesionalisme dan bertanggung jawab maka perlu 
pengaturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 
Daerah; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan Daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah; 

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah. 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969); 

  2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3839); 

 
 



3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara  Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara  Nomor 3898); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3848); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4021);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah (Lembaran Negara  
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah dalam pelaksanaan 
Dekonsentrasi dan tugas pembantuan   (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4028);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4029); 

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan 
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan 
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);   

12. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930); 

13. Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 2001 tentang Tim kerja pusat 
Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  

14. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 30 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 30 
Seri C); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 31 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran 
Daerah Tahun 2001 Nomor 31 Seri C); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di 



Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah 
Tahun 2001 Nomor 33 Seri C); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi 
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 33 Seri C); 

 
 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 34 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan 
Kelurahan di Lingkungan  Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah 
Tahun 2001 Nomor 34 Seri C); 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN MUARO JAMBI 

 
MEMUTUSKAN : 

 
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG 

POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
KEUANGAN DAERAH.  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal I 

 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai 

Badan Eksekutif Daerah; 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Muaro Jambi; 
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Muaro Jambi; 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muaro 

Jambi yang selanjutnya disingkat DPRD. 
6. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada 

Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
7. Perangkat daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintahan Daerah yang 

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan 
Lembaga Teknis daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah; 

8. Pejabat pengelola keuangan daerah adalah pejabat dan atau pegawai daerah yang 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu 
dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Pemegang Kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 



keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 

10. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang 
kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan 
pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya; 

11. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran 
belanja daerah; 

12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bendahara 
umum daerah; 

13. Pemegang kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan 
kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD setiap unit kerja Pengguna 
Anggaran Daerah; 

14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang 
memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun 
anggaran; 

15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka pelaksanaan 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaannya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan 
daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD; 

17. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas Daerah dalam periode tahun anggaran 
tertentu yang menjadi hak daerah; 

18. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah dalam periode tahun anggaran 
tertentu yang menjadi beban daearh; 

19. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih 
antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah; 

20. Sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap 
realisasi belanja daerah tahun tersebut dan merupakan komponen pembiayaan; 

21. Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

22. Uang Refresentasi adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD 
sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD; 

23. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam 
menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang 
makan; 

24. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena 
kedudukannya sebagai ketua dan wakil ketua DPRD; 

25. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan 
dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota komisi; 

26. Tunjangan panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan 
dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota panitia; 

27. Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota  untuk 
pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; 

28. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan 
uang, barang dan jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku; 



29. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain 
kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau 
akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

30. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari 
pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani 
kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim 
terjadi dalam perdagangan; 

31. Majelis Tim Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi adalah para pejabat yang ditunjuk dan 
ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam 
penyelesaian kerugian daerah; 

32. Badan Peradilan adalah badan peradilan umum bagi masyarakat baik yang menyangkut 
perkara pidana maupun perdata. 

 
BAB II 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
 

Bagian Pertama 
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 2 
 

(1). Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah; 
(2). Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau 
seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola 
Keuangan daerah. 

 
Pasal 3 

 
(1). Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para pejabat pengelola keuangan daerah 

dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran; 
(2). Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap pejabat pengelola keuangan 

daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; 
(3). Pemegang kas tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah 

lainnya. 
 

Bagian Kedua 
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 4 
 

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. 
 

Pasal 5 
 

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. 
 

Pasal 6 
 

Tahun APBD sama dengan Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 



 
Pasal 7 

 
(1). Semua Penerimaan Daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat 

dan dikelola dalam APBD; 
(2). APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan 

merupakan dokumen Daerah. 
 
 
 
 

Pasal 8 
 

APBD disusun dengan pendekatan kinerja 
 

Pasal 9 
 

(1) Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur 
secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; 

(2) Anggaran Pengeluaran dalam APBD harus didukung dengan adanya kepastian 
tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup; 

(3) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap 
jenis belanja; 

(4) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD 
apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran 
tersebut; 

(5) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada 
APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu 
dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD. 

 
Pasal 10 

 
Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah 
dilaksanakan melalui Kas Daerah. 
 

Pasal 11 
 

(1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam 
bagian anggaran terdiri; 

(2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tersangka adalah untuk penanganan 
bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat 
diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah. 

 
Pasal 12 

 
(1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yanga tidak 

dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran; 
(2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari 

Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat. 
 



Pasal 13 
 

(1) Pengaggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dialokasi dari 
Penerimaan APBD; 

(2) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD; 

(3) Pengeluaran untuk menutupi kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening Dana 
Cadangan; 

(4) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
pertanggungjawaban APBD. 

 
BAB III 

 

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 

Bagian Pertama 
Struktur APBD 

 

Pasal 14 
 

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : 
 a. Pendapatan Daerah; 
 b. Belanja Daerah; 
 c. Pembiayaan; 
(2) Selisih lebih Penapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut Surplus Anggaran dan 

selisih kurang Pendapatan daerah terhadap Belanja Daerah tersebut Defisit Anggaran; 
(3) Jumlah Pembiayaan sama dengan surplus/defisit anggaran. 
 

Pasal 15 
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dirinci 
menurut kelompok Pendapatan dan Jenis Pendapatan yaitu : 

 A. Pendapatan Asli Daerah 
  1. Pajak Daerah; 
  2. Retribusi Daerah; 
  3. Hasil Perusahaan Milik Daerah; 
  4. Dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 
 B. Dana Perimbangan 
  1. Dana Alokasi Umum; 
  2. Dana Alokasi Khusus; 
  3. Bagi Hasil Daerah; 
 C. Dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 
(2) Belanja Daerah sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dirinci menurut 

organisasi, fungsi dan jenis belanja; 
(3) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah sebagai berikut : 
 a. DPRD dan Sekretariat DPRD; 
 b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 
 c. Sekretaiat Daerah; 
 d. Dinas-dinas Daerah; 
 e. Lembaga Teknis Daerah; 



 f. Kecamatan dan Kelurahan; 
(4) Fungsi dan jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah sebagai 

berikut : 
 a. Belanja Rutin; 
 b. Belanja Pembangunan; 
(5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri dari : 
 A. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan : 
  1. Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu; 
  2. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi; 
  3. Penerimaan dari penjualan aset Daerah yang dipisahkan; 
 B. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran : 
  ☻Pengeluaran Hutang Pokok. Ke 
 

Bagian dua 
Penyusunan APBD 

 
Pasal 16 

 
(1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

memuat : 
 a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja; 
 b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan 

yang bersangkutan; 
 c. Bagian Pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja 

operasional dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan. 
(2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintahan Daerah, dikembangkan standar analisa 

belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya. 
 

Pasal 17 
 

(1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD 
menyusun arah dan kebijakan umum APBD, berdasarkan Pola Dasar Pembangunan 
Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro 
Jambi dan Rencana Strategi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;   

(2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 
ini, dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, Pemerintah 
Daerah menyiapkan rancangan APBD. 

 
Bagian Ketiga 

Penetapan APBD 
 

Pasal 18 
 

(1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan 
persetujuan; 

(2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban 
menyempurnakan rancangan APBD tersebut; 

(3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus 
disampaikan kembali kepada DPRD; 



(4) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak disetujui 
DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar 
Pengurus Keuangan Daerah. 

 
 
 
 
 
 
 

Bagian Keempat 
Perubahan APBD 

 
Pasal 19 

 
(1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan : 
 a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat stategis; 
 b. Penyesuaian akibat tidak tercapai atau melebihi target penerimaan Daerah yang 

ditetapkan; 
 (2) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum Tahun Anggaran tertentu 

berakhir. 
 

BAB IV 
PELAKSANAAN APBD 

 
Bagian Pertama 

Penerimaan dan Pengeluaran APBD 
 

Pasal 20 
 

(1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan 
Daerah wajib melaksakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut; 

(2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga dan atau 
dengan nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa 
dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan 
Daerah; 

(3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kasa Daerah sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 21 

 
Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah  tentang APBD dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah. 
 

Pasal 22 
 

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Otorisasi atau surat keputusan 
lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang. 
 

Pasal 23 



 
(1) Setiap beban APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak 

yang diperolah oleh pihak yang menangih; 
(2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti 

yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran 
dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. 

 
 
 
 

Pasal 24 
 
(1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk 

melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); 
(2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar; 
(3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar. 
 

Pasal 25 
 

(1) Gaji Pegawai Negeri Sipil dibebankan dalam APBD; 
(2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 

yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh 
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku; 

(3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, 
gajinya menjadi beban BUMD atau unit usaha yang bersangkutan; 

(4) Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintahan 
Daerah menjadi tanggungjawab Daerah. 

 
Pasal 26 

 
Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Psal 11 
diberitahukan kepada DPRD. 
 

BAB V 
PERHITUNGAN APBD 

 
Pasal 27 

 
(1) Setiap akhir Tahun Anggaran  Pendapatan Daerah wajib membuat Perhitungan APBD 

yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan 
APBD; 

(2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan 
Anggaran Penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan Anggaran pengeluaran dengan 
menjelaskan alasannya; 

(3) Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Perhitungan selambat-lambatnya 3 (tiga) 
bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. 

 
BAB VI 

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH, 



PERANGKAT DAERAH DAN DPRD 
 

Bagian Pertama 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

 
Pasal 28 

 
(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari Gaji Pokok, 

Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya; 
(2) Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini 

ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat 
Negara, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Perundang-undangan. 

 
Pasal 29 

 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan fasilitas 
rangkap dari negara. 
 

Biaya Sarana dan Prasarana 
Pasal 30 

 
(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah Rumah 

Jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaannya; 
(2) Apabila Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berhenti dari Jabatannya, Rumah 

Jabatannya dan Barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan 
dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah 
Daera. 

 
Sarana Mobilitas 

Pasal 31 
 

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan 
Dinas; 

(2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, Kendaraan 
Dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah. 

 
Pasal 32 

 
Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) 
dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak 
berhenti at berakhir masa jabatnnya. 
 

Biaya Operasional 
Pasal 33 

 
Untuk melaksankan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan : 
a. Biaya Rumah Tangga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Rumah Tangga 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 
b. Biaya pembelian Inventaris Rumah Jabatan yang dipergunakan untuk membeli barang-

barang-barang inventaris Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 



c. Biaya pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris yang dipergunakan 
untuk pemeliharaan rumah Jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau 
dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

d. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dipergunakan untuk pemeliharaan Kendaraan Dinas 
yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

e. Biaya Pemeliharaan Kesehatan yang dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, 
rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
beserta anggota keluarganya; 

f. Biaya Perjalanan Dinas yang dipergunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas dalam 
rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

g. Biaya Pakaian Dinas yang dipergunakan untuk Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya; 

h. Biaya Penunjang Operasional yang dipergunakan untuk Koordinasi, Penanggulangan 
Kerawanan Sosial Masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna 
mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

 
Pasal 34 

 
(1) Besarnya Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah guna mempelancar tugas-tugas 

Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 
dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah; 

(2) Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam Pasal 30,31,33 dan 34 
dibebankan kepada APBD. 

 
Bagian Kedua 

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
 

Penghasilan Tetap 
Pasal 35 

 
Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari : 
a. Uang Representasi; 
b. Uang Paket; 
c. Tunjangan Jabatan; 
d. Tunjangan Komisi; 
e. Tunjangan Khusus. 
 

Pasal 36 
 

(1) Pimpinan Anggota dan DPRD menerima uang representasi yang besarnya ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi 
Keuangan Daerah; 

(2) Selain uang representasi, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan 
tunjangan beras besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri 
Sipil; 

 
Pasal 37 

 



Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket yang besarnya ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi Keuangan 
Daerah. 
 

Pasal 38 
 

(1) Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 
Anggota Komisi diberikan tunjangan komisi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku dengan memperhatikan kondisi Keuangan Daerah; 

(2) Besarnya Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi Keuangan Daerah. 

 
Pasal 39 

 
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan khusus. 
 

Tunjangan Panitia 
Pasal 40 

 
Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota 
Panitia diberikan tunjangan panitia, yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi Keuangan Daerah. 

 
Tunjangan Kesejahteraan 

Pasal 41 
 

(1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada pimpinan dan anggota DPRD 
diberikan tunjangan Kesehatan. 

(2) Selain tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga 
tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi. 

 
Pasal 42 

 
Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan : 
a. Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia 

dalam menjalankan tugas diberika uang duka tewas sebasar 6 (enam) kali Uang 
Reprentasi; 

b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah. 
 

Pasal 43 
 
(1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta pelengkapannya dan 1 (satu) unit 

kendaraan dinas; 
(2) Wakil-wakil DPRD masing-masing disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas; 
(3) Ketua-ketua Komisi DPRD diberi masing-masing 1 (satu) unti kendaraan dinas. 
(4) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada APBD; 
(5) Apabila pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatannya, rumah jabatan beserta 

perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada 
Pemerintah Daerah; 



(6) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dilaksanakan dengan Berita 
Acara Serah Terima selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak berhenti atau berakhir 
masa jabatannya. 

 
Pasal 44 

 
Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian sesuai dengan kemampuan Keuangan 
Daerah. 
 

Pasal 45 
 

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan Anggota DPRD pada belanja 
Sekretariat DPRD disediakan : 

 a. Belanja Pegawai; 
 b. Belanja Barang; 
 c. Biaya Perjalanan Dinas; 
 d. Biaya Pemeliharaan; 
 e. Biaya Penunjangan Kegiatan; 
(2) Besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan 
memperhatikan kondisi Keuangan Daerah. 

 
Pasal 46 

 
Anggota DPRD diberikan bantuan biaya sewa rumah dan bantuan biaya peningkatan Sumber 
Daya Manusia yang besarnya disesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah. 
 

Pengelolaan Keuangan 
Pasal 47 

 
Berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pimpinan DPRD dan 
Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari APBD. 
 

Pasal 49 
 

Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan Pertanggungjawaban 
keuangan DPRD berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 
 

Bagian Ketiga 
Biaya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 

 
Pasal 50 

 
(1) Perangkat Daerah disediakan rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya 

pemeliharaan; 
(2) Apabila perangkat Daerah berhenti atau dimutasikan dari jabatannya maka rumah jabatan 

beserta perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik 
kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah; 

 



Pasal 51 
 

(1) Perangkat Daerah disediakan kendaraan dinas, yang disesuaikan dengan kondisi 
Keuangan Daerah; 

(2) Apabila perangkat daerah berhenti atau dimutasikan dari jabatannya maka kendaraan 
dinas diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah 
Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah. 

 
 

Pasal 52 
 

Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan 52 ayat (2) dilaksankan 
dengan berita acara serah terima selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak berhenti atau 
dimutasikan dari jabatannya. 
 

BAB VII 
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH 

 
Pasal 53 

 
(1) Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD 

paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; 
(2) Susunan Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah terdiri dari : 
 a. Laporan perhitungan APBD; 
 b. Nota Perhitungan APBD; 
 c. Laporan Aliran Kas; 
 d. Neraca Daerah. 
 

Pasal 54 
 

Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban 
keuangan secara periodik dengan sistem dan prosedur pertanggungjawaban ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Daerah. 
 

BAB VIII 
 

PENGAWASAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

 
Pasal 55 

 
(1) Pengawasan atas pelaksanaan APBD oleh DPRD; 
(2) Pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan Fungsional yang bukan pejabat pengelola 

bidang keuangan di Pemerintahan Daerah; 
(3) Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan kepada Kepala 

Daerah. 
 

Pasal 56 
 



Pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah secara internal dilakukan oleh Atasan LAngsung 
yang dilaksanakan secara berkala. Sedangkan pengawasan eksternal oleh Badan 
Pengawasan dan atau Pengawas Fungsional yang berwenang. 
 

 
 
 
 
 
 
 

BAB IX 
 

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH 
 

Pasal 57 
 

(1) Setiap Kerugian Keuangan Daerah baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat 
perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh orang bersalah dan atau 
lalai; 

(2) Bendahara yang lalai dalam melaskankan tugasnya dan dapat merugikan keuangan 
daerah dikenakan tuntutan perbendaharaan; 

(3) Pegawai/perorangan yang bukan bendaharawan yang merugikan keuangan daerah atau 
lalai dalam tugasnya dikenakan tuntutan ganti rugi; 

 
Pasal 58 

 
(1) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan perbendahara dan tututan ganti rugi atas setiap 

kerugian keuangan Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau 
kelalaian; 

(2) Penyelesaian tuntutan ganti rugi dilakukan melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti 
Rugi dan atau Badan Peradilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku; 

(3) Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat 
Keputusan Kepala Daerah; 

(4) Hasil putusan penyelesaian kerugian keuangan Daerah yang diselesaikan melalui Majelis 
TP-TGR dan atau Badan Peradilan menetapkan pengembalian kerugian daerah, maka 
pengembaliannya disetorkan ke Kas Daerah. 

 
BAB X 

 

PROSEDUR PINJAMAN DAERAH DAN 
PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH 

 
Bagian Pertama 

Prosedur Pinjaman Daerah 
 

Pasal 59 
 

(1) Setiap pinjaman daerah dilakukan persetujuan DPRD; 



(2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah 
Mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman; 

(3) Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman anatara Daerah 
dengan memberi pinjaman; 

(4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) ditanda tangani atas nama 
daerah oleh Kepala Daerah dan Pemberi Pinjaman; 

(5) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman dilakukan oleh Daerah 
diumumkan dalam Lembaran Daerah. 

 
 
 
 

Pasal 60 
 

(1) Unuk memperolah pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah mengajukan 
usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD,studi kelayakan dan 
dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi; 

(2) Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang ditandatangani oleh 
Menteri Keuangan dan Kepala Daerah atas nama Daerah. 

 
Pasal 61 

 
(1) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri dilakukan melalui Pemerintahan Pusat; 
(2) Untuk memperoleh Pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat 
disertai persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan; 

(3) Terhadap usulan pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan evaluasi dari berbagai aspek untuk 
dapat tidaknya menyetujui usulan tersebut; 

(4) Apabila Pemerintah Pusat telah memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), dengan calon pemberi pinjaman yang hasilnya dilaporkan kepada Pemerinta Pusat 
untuk mendapat persetujuan; 

(5) Pemerintah Daerah baru dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari luar negeri, 
setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat; 

(6) Perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ditandatangani oleh Kepala 
Daerah dan pemberi pinjaman. 

 
Bagian Kedua 

 

Pembayaran Kembali Pinjaman Daerah 
 

Pasal 62 
 

(1) Semua pembayaran yang menjadi kewajibkan Daerah yang jatuh tempo atas Pinjaman 
Daerah merupakan prioritas yang dianggarkan dalam pengeluaran APBD; 

 (2) Pembayaran kembali pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri oleh daerah, 
dilakukan dalam mata uanga sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman luar 
negeri; 

(3) Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas pinjaman daerah yang 
bersumber dari luar negeri, maka kewajiban tersebut disesuaikan perjanjian pinjaman.  

 



Pasal 63 
 

(1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam 
APBD dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah; 

(2) Keterangan tentang semua pinjaman jangka panjang dituangkan dalam lampiran dari 
Dokumen APBD; 

(3) Kepala Daerah melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada 
Menteri Keuangan tentang perkembangan jumlah kewajiban Pinjaman Daerah dan tentang 
Pelaksanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo.      

          
 
 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 64 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi. 
 
 

Ditetapkan di Sengeti 
pada tanggal   6 September 2002 
 
 
     BUPATI MUARO JAMBI, 
 
       dto 
 

   H. AS’AD SYAM 
 
 
 

Diundangkan di Sengeti 
pada tanggal  12 September 2002 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, 
Pelaksana Tugas, 
 
 dto 
 
Drs. Muchtar Muis 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 35 SERI E 
NOMOR 2 
   

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
   
   

     
 


